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Beban dan tanggungjawab untuk merealisasikan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak
mengharuskan Direktorat Jenderal perpajakan melakukan reformasi aturan-aturan di bidang perpajakan.
Rancangan Undang-undang (RUU) Perpajakan yang digjukan pemerintah mulai tahun 2005, pemerintah
berencana menerapkan tarif tunggal untuk menggantikan tarif progresif Pasal 17 Pajak Penghasilan. Besaran
tarif yang diusulkan adalah 28% dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diturunkan menjadi 25%. Tarif
tunggal diterapkan untuk wajib pajak badan dan berlaku sama untuk seluruh wajib pajak badan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif tunggal Pasal 17 PPh Badan terhadap jumlah pajak
penghasilan terhutang, perbedaan jumlah pajak penghasilan terhutang sebelum dan sesudah diterapkannya
tarif tunggal Pasal 17 PPh Badan serta keadilan dan kesederhanaan tarif tunggal Pasal 17 PPh Badan
dibandingkan dengan tarif progresif pajak penghasilan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa
data SPT Tahunan PPh Badan dan data primer berupa kuisioner. Responden penelitian ini adalah Wajib
Pajak Badan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pgjak Pangkal Pinang.

Menurut tingkat eksplanasinya, penelitian ini menggunakan dua (2) metode, yaitu penelitian

asosi atif/hubungan dan metode komparatif. Dalam metode asosiatif, penulis mencari hubungan antara
variabel tarif tunggal dengan variabel jumlah pajak terhutang sehingga akhirnya dapat diketahui seberapa
besar pengaruh tarif tunggal Pasal 17 PPh Badan terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang. Teknik
sampling yang dilakukan adalah sampel random sederhana. Sedangkan dalam metode komparatif, penulis
membandingkan jumlah pajak penghasilan terhutang sebelum dan sesudah diterapkannya tarif tunggal Pasal
17 PPh Badan. Dalam penelitian komparatif, penulis tidak melakukan teknik sampling artinya data yang
digunakan adalah seluruh data SPT Tahunan PPh Badan. Setelah data terkumpul analisis dilakukan dengan
menggunakan aplikasi software SPSS versi 13.00 dan dianalisamelalui statistik deskriptif, korelasi, regres,
uji signifikansi F serta uji beda T-Paired.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif tunggal Pasal 17 PPh Badan berpengaruh terhadap jumlah pajak
penghasilan terhutang, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,788. Persamaan regresi yang diperoleh adalah
Y = 1,613 + 0,629X, artinya setiap penambahan 1% tarif tunggal akan meningkatkan jumlah pajak terhutang
sebesar 1,6134% atau sebaliknya. Selain itu terdapat terdapat perbedaan jumlah pajak penghasilan terhutang
sebelum dan sesudah diterapkannyatarif tunggal Pasal 17 PPh Badan. Apabila diterapkan tarif tunggal
sebesar 28%, jumlah pajak terhutang di Kantor Pelayanan Pgjak Pangkal Pinang meningkat sebesar Rp
4.319.166,019,-. Tarif tunggal tidak mencerminkan keadilan vertikal karenawajib pajak yang
berpenghasilan tinggi dan wajib pajak yang berpenghasilan rendah dikenakan pajak dengan tarif yang sama.
Keadilan horizontal akan tetap terpenuhi, dimanaterlihat bahwa setiap wajib pajak badan akan membayar
pajak atas |aba mereka dengan tarif yang sama. Keadilan dalam pembebanan pajak akan tercapai karena
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dalam tarif tunggal, marginal rate tetap akan naik seiring dengan besarnya penghasilan yang dimiliki
seseorang. Secara kuantitas, wajib pagjak badan yang memperol eh laba yang lebih besar akan membayar
pajak lebih besar daripada yang mempunyai laba lebih kecil. Akan tetapi tarif tunggal |ebih sederhana dan
mudah diaplikasikan. Dengan demikian dapat di ssmpulkan bahwa tarif pajak tunggal memberikan dampak
atau pengaruh terhadap jumlah pgjak penghasilan terhutang. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah pajak
penghasilan terhutang sebelum dan sesudah diterapkannyatarif tunggal Pasal 17 PPh Badan. Aspek keadilan
dalam tarif tunggal tetap terpenuhi.

<hr>Duty and responsibility of better realization of the receipt of tax has demanded the Directorate General
of taxation to reform the regulations relating to taxation. In the Bill of Taxation which was proposed in the
year of 2005, the government has planned to impose the flat tax as replacement of progressive tariff Article
17. The percentage of proposed tariff is 28% and it will be decreased into 25% within a period of 5 (five)
years. Flat rate is imposed on the corporate taxpayer and prevail equivalently for al corporate taxpayers.

Thisresearch isaimed at identifying the effect of flat rate article 17 income tax on the total outstanding
income tax, the difference of total outstanding income tax before and after the application of flat rate article
17 corporate income tax as well as the fairness and ssmplicity of flat rate article 17 corporate income tax
compared with the progressive tariff of income tax. Data being used in this research is secondary datain the
form of annual tax return of corporate income tax and primary data in the form of questionnaires. The
respondent of this research is corporate taxpayers in the working environment of Tax Service Office of
Pangkal Pinang. According to the extent of its explanation. This research apply 2 (two) methods, namely
associ ative methods and comparative methods. In the associative methods, the writer seek the correlation
between the variable of flat rate and variable of total outstanding tax in order to identify the extent of effect
of flat rate article 17 corporate income tax on the total outstanding income tax. The sampling technique
being applied is simple random sampling. Whereas, in the comparative method, the writer compare total
outstanding income tax before and after the application of flat rate article 17 corporate income tax. In the
comparative research, the writer does not perform sampling technique, in which the data being used are all
data annual tax return of corporate income tax. Upon collecting the data, analysisis performed by applying
the software of SPSS version 13.00 and are analyzed through descriptive, statistic, correlation, regression,
significance F Test and difference T-paired test.

Result of analysisreveal that there is a significant correlation between flat rate article 17 corporate income
tax and total outstanding income tax in the value of 0.788. Regressional equation being obtainedisY =
1.613 + 0.629X which mean that every additional 1% of flat rate will increase total outstanding income tax
of 1.613% or otherwise. Moreover, there is adifference on the total outstanding income tax before and after
the application of flat rate article 17 corporate income tax. If 28% flat rate is applied, then total outstanding
income tax at the tax service office of Pangkal Pinang will increase in the value of IDR 4.319.166.019,- The
flat rate deemed to be inadequate in properly reflecting the vertical fairness because the similar tax will be
imposed on the taxpayers with high income and those with low income. Horizontal fairness will be remain
satisfied, in which it may be seen that each taxpayers must pay the tax for their profit with the same tariff.
Fairnessin the tax imposition may be accomplished because, in the flat rate, the marginal rate will
constantly raise in line with the extent of income obtained by an individual. Quantitatively, the corporate
taxpayer may obtain higher profit are obliged to pay higher tax than those obtaining lower profit. However,



viewed from the percentage of its effective tariff, the taxpayers will pay the tax in the same percentage.
Moreover, flat rate is simpler and easier o be applied in the tax calculation. Thus, it may be concluded that
the flat rate may cause an impact and effect on the total outstanding income tax. Furthermore, thereisa
difference in the total outstanding income tax before and after the application of flat rate article 17 corporate
income tax. The aspect of fairnessin the flat rate remain to be satisfied.



